
WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PROVINSI KALTMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 12 TAHUN 202 1 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
APARATUR S!P!L NEGARA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

D8NGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 , perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara 
Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2753); 

2. Undang-Undang Nomor 12 
Pembentukan Peraturan 
(Lembaran Negara Republik 

Tahun 2011 tentang 
Perundang-Undangan 

Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambal1an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan At.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RepL1blik 

Indonesia Nomor 6398); 
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3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)., 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
U11dang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 ten tang Pemcri11tahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
5. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha11 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahttn 2021 tentang 
Pembe1·ian Tunjangan Hari Raya Dan Oaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensit1n, 

Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara 
J,tcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108 Tambahan 

1-R-mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682); 
7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

te11tan.g Pedoman 

(Berita Negara 

Nomor 1781); 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Republik Indonesia Tahun 2020 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang ?ernbentukan Prociuk Hukum Daerah (Bcrita 
Negara Republik lndo11esia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubal1 dengan Perat.uran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tenta11g Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Htlk"Um Daerah 
(Be1ita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 
Lcmbaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) : 
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10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentan g 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 5); 
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 

2019 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 
Nomor 21, TaJ.nbahan Lembaran Daerah Kota Palangka 
Raya Nomor 16); 

12. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palangka 

Raya Tahun 2020 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN 
TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 
2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Palangka Raya. 
2. Pemerint.ah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka 

Raya. 
3 . Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palangka Raya yang selanjutnya disingkat Al1ggota 
DPRD adalah unsur Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota PalaJ.1gka Raya yang 
dipilih dan dilantik berdasarkan Undang-Undang 
unruk periode tahun 2019-2024; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya. 

6 . Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala SOPD 
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

I II 



-4-

7 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
ad.alah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara 
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian unru k 
menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerin tah 
Kota. 

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang sela nj11tnya disingkat 
CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuh i 
sya rat tertentu, diangkat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota. 

9. S u rat Perintah Membayar yang selanju tnya disingkat 
SPM adalah dokume11 yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunj uk u n tuk 
mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) . 

10. Surat Perin tah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disebut SP2D adalah surat perintah yang diterb itkan 
oleh Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Palangka Raya selal<u Bendahara Umum Daerah u n tuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdas::>J·kan 
SPM. 

BAB ll 
Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 2 
(1) Tunjangan Hari Raya tahun 202 1 diberikan kepada: 

a . Walikota dan Wakil Walikota: 
b Anggota DPRD; 
c. PNS; 

d. Penerima gaji ten.1san dari PNS yang meninggal 

dunia, tewas atau gugur; dan 
e. Calon PNS. 

(2) Tunjangan Hari Raya tahun 2021 tidak diberikan 
kepada: 

a . PNS yang sedang menjalan i cuti di lt1ar tanggungan 
negara; dan 

b. PNS yang sedang ditugaskan di ltlar instansi 
pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri ya ng gajinya dibayar oleh instan si tem pat 
penugasan, sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan . 
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Pasal 3 
(1) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
huruf b diberikan sebesar akumulasi dari Uang 
Representasi, Tunjangan Keluarga, dan T1.1njangan 

Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah pada bulan April 2021 ; 

(2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan sebesar 
penghasilan PNS pada bulan April 2021. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan bagi Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 
2021 Kepada Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun 
atau Tunjangan PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, 
tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan 
jabatan atau tunjangan umum pada bulan April 2021. 

(4) Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS sebagaimana 
d imaksud dalam pasal 2 ayat (1) hun1f e terdiri dari 
80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, 
tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan 
umum pada bulan April 2021. 

(5) Penghasilan scbagaimana dimaksu d pada ayat (3) t idak 
dikenakan potongan iuran dan/ a t.au potongan lain 
berdasarkan peraturan Perundang-Undangan . 

(6) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang
undangan sebagaimana dimaksud pada aya t (4) adalah 
potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan. 

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan ditanggung 
pemetintah. 

Pasal 4 

(1) Anggota DPRD dan PNS sebagaima11a dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), dilarang menerima lebih da ri satu 
tunjangan hari raya yang dananya berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Dalam hal Anggota DPRD dan PNS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 (1) menerima lebih dari satu 

gaji pokok, tunjangan hari raya hanya dibcrikan salah 
satu yang jumlahnya lebih besa.r. 
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(3) Dalam ha! gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji 

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 

Rp 5.661.700,- (lima juta enam ratus enam puluh satu 
ribu tujuh ratus rupiah) maka tunjangan hari raya 

yang dibayarkan adalah sebesa.r Rp.5.661.700,

(lima juta enrun ratus enam puluh sat1,.1 ribu tujuh 

ratus rupiah). 

Pasa15 

(1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia 
atau tewas diberikan tunja.ngru1 hari raya. sebesar ga.ji 

pokok atas gaji terusan yang diterima pada bu Ian April 

2021. 
(2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana 

dimaksud pa.da. ayat (1) dibebankan pada. instansi ata.u 
SOPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja. 

Pasal 6 

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan 
sebagaimana. mcstinya. 

BAB III 
Pemberian Oa.ji Ketiga. Belas 

Pasal 7 

(1) Gaji Ketiga Belas 2021 diberikan kepada: 

a. Pejabat Negru·a.; 
b. Anggota DPRD; 

c. PNS; 
d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal 

dunia, tewa.s atau gugur; dan 

e. Calon PNS. 
(2) Gaji Ketiga Belas tahun 2021 tidak diberikan kepada.: 

a . PNS yang seda.ng menjalani cuti di Juar tanggu11gan 

negara.; da.n 

b . PNS yang sedang ditugaskan di Juar i11stansi 

pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat 

penugasan, sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
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Pasal 8 

( l J Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota OPRD 

sebagaimana d imaksud dalam pasal 7 ayat (1) h uruf b 

diberikan sebesar akumulasi dar i Uang Representasi, 

Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya t 

Daerah pada bulan Juni 2021; 

(2) Oaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) hu ruf c diberikan bagi PNS 

paling sedikit melipu ti gaji pokok, tunjangan keluarga, 
tunjangan beras, dan tunjangan jabatan atau 
tunjangan u mum pada bulan J uni 2021. 

(3) Gaji Ketiga Belas bagi Caton PNS sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e tcrdiri dari 

80% (delapan puluh persen) daii gaji pokok PNS , 

tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan 
umum pada bulan Juni 202 1. 

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

ayat (1. ) tidal< dikenakan potongan iu ran dan/ atau 

potongan lain berdasarkan peraturan Perundang
Undangan. 

(5) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 

potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan. 

(6) Penghasilan sebagaimana din1aksud pada ayat (2) 

dikenakan Pajak Penghasilan sesuai kete11tuan 

peraturan perundang-undangan dan ditanggung 
pemerintah. 

PasaJ 9 

(l ) Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) , dilarang menerima lebih dari satu gaji 

ketiga belas yang dananya berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Dalam hal Anggota DPRD dan PNS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 (1) menerima lebih dari satu 

gaji ketiga belas hanya diberikan salal1 satu yang 
j umlahnya lebih besar. 
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Pasal 10 

(1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia 

atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar gaji 

pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan 

t u njangan umum atas gaji terusan yang diterima pada 
bulan J uni 2021. 

(2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaim ana 

dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau 

SOPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja. 

Terhadap gaj i ketiga 

sebagaimana mestinya. 

Pasal 11 

belas dilakukan 

BAB IV 
PEMBAYARAN 

Pasal 12 

pemb1.1latan 

Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga b elas 

sebagaimana d imaksud dalain Pasal 2 dan Pasal 7 

dibeban!<an pada masing-masing DPA SOPD Tahun 

Anggaran 202 1. 

Pasal 13 

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM 
tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah. 

(2) SPM tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas d ibuat 

tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bu lan a n. 

Pasal 14 

(1) Dalam hal pengajuan SPM tunjangan hari raya pada 

bula.n Mei 2021 tidak dapat dilaksanakan, pengajuan 

pembayaran tunjangan hari raya dapat dilakukan pada 

bulan-bulan setelah bulan Mei 2021. 

(2) Dalam ha! pengajuan SPM gaji ketiga belas pada bulan 
Juni 202 1 tidak dapat dila ksanakan, pengajuan 
p cmbayaran gaji kctiga bclas dapat clilakukan pada 

bulan-bulan setelah bulan Juni 2021. 
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BABV 
PENGENDALTAN INTERNAL 

Pasal 15 

(1) Kepala SOPD di Lingkttngan Pemerintah Kota, 

menyelenggarakan pengendalian internal terhadap 

pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya pada 
SOPD masing-masing. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaks ud pada 

ayat (1) d ilaksanakan scsuai ketentt1an Peraturan 
Perundang-Undangan . 

BAB VT 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diunda ngkan di Palangka Raya 
pada tanggal 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 

WALIKOTA P~ANGKA. RAYA, 

f..:.J 
FAIRID NAPARIN 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

-------~ ------
HERA NUGRAHAYU 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 
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